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IJIN PENYELENGGARAAN PENGIEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD) BUGISNETL

a.

bahwa dalam  upaya  untuk membantu manyaralkal

memenuhi  kebutuhan akan pendidikan, perlu adanys

suatlu  wadah yang dapal membina, mendidik dan

memberikan — motilasi — agar anak  Usian  Dini bisé

memperoleh Pengakuan yang sarmi baik dari masyarakal
ataupun pemerintah  dan  Wadah ferschut — dapal

diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) ;

bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapal dinkses olch
masyarakat melalui pembentukan Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) ;

bahwa melalui verifikasi yang telah dilakukan maka
Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) Bugenfil di Desa
Namangkewa Kecamatan Kewapante telah memenuhi
syarat dan dapat diberikan Ijin Operasional ;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Camat Kewapante tentang Pemberian ljin
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)
Bugenfil ;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1l Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Sosial Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
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Al Munisiy (Leanibusesiny Mepnrn Fegabadibe Triedege sin
Tahun 1091 Hewpien Feta, "Tersibisabionnr Do pnihsarsne Hepgnrn
f"![ﬂll}“lf Friedespie e iestrien G
Unfl:mp_ lh,,h,“” Homor 2% Tahin 2007 teritang
Perlindungan Anak (Lemburan e prs Bepiblile Indanesin
Tahun 2000 Howeor PO, Tamnbahon Tanbaran Heggirn
Bepublibe Indogesis Harmor 4255)

Undang Undang, Homor 24 Taliun 2004 tentang
Pemerintab Dacrob (Lembaran Hegara Pepublile Ddonesis
Tahun 2000 Homor 1205, Tambahian Lembaran Negara
Republile Indonesia Nomor 4437) sebagpimans telah
beberapa kali diabah teralkhir dengan Undang Undang,
Nomor 12 Tabun 2008 tentang Perubahan Yedus Alas
Undang Undang Nomor 22 Tabun 2004 tentang
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara epublike
Indonesia Nomor 4444 ’

Undang-Undang Nomor 17 Tabion 2007 terplanig erpen)
Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2004
2025 ;

Undang-Undang  Nomor 25 Tabun 2009 fentang
Pelayanan Publik  (Lembaran Nepara Republile Indonesis
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran MNepara
Republik Indonesia Nomor D034) ,

Undang-Undang  Nomor 3¢, Tabun 2009 lentang
Kesehatan (Lembuarun Negura Republik Indonesia Tuhuy,
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063) ,
Undang-Undun;g Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Keschatan (Lembaran Neprry Republik Indonesin Tahiun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 5063) ;
Undung-Und:mg Nomor 52 Tahun 2009

Perkembangan Kependudukan

tentang

Pembangunan
Keluargs Sejahtery (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Nepary
Republik Indonesia Nomor 5080) ;
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cntukan Peraturan Perundane Undanean  (Lembaran

Negara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Neearn Republik  Indonesia Nomor
9234) ;

12, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  tentang
Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;

I13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik
Indonesia Nomor 1416 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Pendidikan Anak Usia Dini) :

14. Peraturan Daecrah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2014

tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati Sikka kepada

Camat.
MEMUTUSKAN :
Menetanka
KESATU : Memberikan ljin Operasional Penvelengearaan PAUD kepada
Nama Lembaga : Pos PAUD Bugenfil
Alamat . Wolontibang -Desa Namangkewa
Desa : Namangkewa
Kecamatan : Kewapante
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penang : Kepala Desa Namangkewa
gung jawab
Penvelenggara / : LUSIA NURAK
Pengelolah
KEDUA : Pemegang liin Operasional sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU mempunyai Tugas :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Pendidikan

Anak Usia Dini sehingga memenuhi fungsi Sosialnya

terhadap Masvarakat.
2.  Membuat Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan

sekali berdasarkan Model vang ditetapkan. dan
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Laporan Berkala tentang Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam point 2 (dua) wajib dikirim kepada Camat Kewapante
dan Tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka.

liin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(Pos PAUD) Bugenfil tersebut berlaku selama 3 (tiga) Tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini.

Satu bulan sebelum ijin Operasional ini berakhir Pemegang

liin Operasional wajib menyampaikan kepada ~ Camat

Kewapante dengan membawah serta Laporan akhir tentang

Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)

Bugenfil.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ALFONSUS NAGA, SP

PEMBINA
NIP.: 19661030 200003 1 003
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